
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR  27 TAHUN 2010   
TENTANG  

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT,  

Menimbang : a. bahwa Jawa Barat sebagai daerah agraris telah memberikan kontribusi 
yang besar dalam penyediaan pangan nasional, bahan baku industri 
dan ekspor non migas, sekaligus menjadi mata pencaharian pokok dan 
sumber penyediaan lapangan kerja; 

b. bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan 
ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi 
dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap 
dayadukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan 
pangan di Daerah; 

c. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan di  
Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu 
dijamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan 
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan 
berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3419); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992  Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 
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  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996  Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 

  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

  9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2133); 

  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

  13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan 
Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);  

  15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5068); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahan Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 
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  18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

  21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 

  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 
13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 71); 

  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 40); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 
Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87); 

  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 

  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah  Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah  Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Daerah  Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah  
Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88); 

  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 68); 
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  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 
Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 
2010 Nomor  7  Seri E); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 86); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN 
BERKELANJUTAN. 

  BAB I 

 KETENTUAN UMUM 

 Pasal 1 

 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 

 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat. 

 6. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 

7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik 
yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi 
penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang 
terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.  

8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha 
pertanian.  

9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang 
ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna 
menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan 
pangan nasional. 

10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial 
yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya 
tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan 
berkelanjutan pada masa yang akan datang.  

11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan 
proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, 
memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan 
pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.  

 

 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/10pdprovjabar009.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/10pdprovjabar007.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/10pdprovjabar022.pdf


 
 

5 

12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.  

13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya 
pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan 
pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan 
pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi 
utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan 
nasional. 

14. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan 
pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi 
permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi 
tambak. 

 15. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari  jaringan irigasi 
teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.  

 16. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia 
untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat 
mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.  

 17. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah 
terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian 
fungsi lahan. 

 18. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk 
menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan 
dan keberuntungan. 

 19. RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. 

 
 

BAB II 

 ASAS 

Pasal 2 

 Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan 
berdasarkan asas: 

a. manfaat; 

b. berkelanjutan dan konsistensi; 

c. keterpaduan; 

d. keterbukaan dan akuntabilitas; 

e. kebersamaan dan gotong royong; 

f. partisipatif; 

g. keadilan; 

h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 

i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; 

j. desentralisasi; 

k. tanggungjawab negara; 

l. keragaman; dan 

m. sosial dan budaya. 
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